BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM
RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan dilakukan secara terencana,
sistematis dan terpadu demi terciptanya produk hukum
daerah yang lebih berkualitas;

bahwa untuk kelancaran dan suksesnya penyusunan
rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, perlu
membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun;
bahwa yang namanya atau tersebut jabatan dalam instansi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk
sebagai Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat
Tim Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;




Menetapkan :
KESATU

3.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2019 Nomor 18);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2019 Nomor 53);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA :  Tim Penyusun dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
A. Tim Penyusun :

1. Mengumpulkan data atau bahan serta melakukan
pembahasan sehubungan dengan penyusunan rencana
kerja rancangan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait
sehubungan dengan penyusunan sehubungan dengan
penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan.

| 3. Bertanggungjawab kepada Bupati dalam pelaksanaan
| tugas.
B. Sekretariat Tim Penyusun :

1. Membantu dan memfasilitasi Tim dalam rangka
penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan.

2. Mendokumentasikan data atau bahan sehubungan
dengan penyusunan rencana Kerja rancangan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA :  Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

— Ditetapkan di Buranga
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Tembusan :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR :169 TAHUN 2020 :
TANGGAL : 2| -04 - 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
SEKRETARIAT TIM RENCANA  KERJA
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020.

A. TIM PENYUSUN

No Jabatan Dalam Instansi Jabatan Dalam Tim Keterangan
1 | Bupati Buton Utara Pengarah
2 | Wakil Bupati Buton Utara Pengarah
3 | Sekretaris Daerah Penanggungjawab
4 Asisten Pemerintahan dan Kesra Ketua
Sekda
5 | Kabag Hukum Setda Sekretaris
6 | Kepala Badan Keuangan Daerah Anggota
7 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anggota
8 | Kepala Badan Kesbangpol Anggota
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
# Pelayanan Terpadu Satu Pintu AOEEHR
10 | Kepala Dinas Pertanahan Anggota
Kasubbag Pembentukan Produk
- Hukum Daerah Setda Auggota
Kasubbag Dokumentasi dan
12 Infornasi Setda Sggosn
B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
Jabatan
No Nama Jabatan Dalam Instansi Dalam Ket
Sekretariat
1 2 3 Z] 5
1 | Fathiyatul Asrariyah A, SH Staf Bagian Hukum Ketua
Setda
3 | Sriyanti Pegawai Kontrak Setda Anggota
4 | Yelli Oktora Pegawai Kontrak Setda Anggota
5 | Eriati, S.Pd Pegawai Kontrak Setda Anggota
6 | Zarlan, S.H. Pegawai Kontrak Setda Anggota
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